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PUTUSAN
Nomor 3906/Pdt.G/2024/PA.Sor

=il ozl adl oudd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Y ermpat dan

tanggal lahir Bandung, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wirausaha, alamat tempat tinggal di | Gz
I R 7 002,
RW 005, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung, sebagai Penggugat;

MELAWAN

lahir Bandung, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di [ GcIEIINGGEG
I 005, RW 002, Desa

Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan
register perkara Nomor 3906/Pdt.G/2024/PA.Sor, mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 09 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun
nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
268/63/11/2006 tertanggal 18 Februari 2006.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di [N
N - -
Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan

dari |
|
|
|

4, Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan Maret 2022 rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena:
6. Bahwa ketika terjadi permasalahan rumah tangga, orangtua

Tergugat terlalu ikut campur dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan
orangtuanya dibandingkan Penggugat sebagai isteri, sehingga hal tersebut
menjadi pemicu sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah keluarga
yakni Tergugat tidak mau bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan
yang tetap, sehingga selama membina rumah tangga Tergugat sama sekali
tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk

memenuhinya Penggugat harus bekerja.

Putusan Nomor 3906/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan
rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
Puncaknya pada bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat
bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada
hubungan layaknya suami istri lagi.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan
kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Dan mohon untuk amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [ NGcNcNGNGEE
|
|

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
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mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

. Bukt
i Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [ GGG -s

nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Bandung, , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis

memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/63/11/2006 Tanggal 18

Februari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,

telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf,

membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

Il. Bukti Saksi
1 U 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Ciparanje RT 03, RW
05, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam
persidangan mengaku sebagai Kakak Penggugat, telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri;
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- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat dengan alamat Kampung Ciparanje, RT 002, RW
005, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak maret 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan
Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menthalak Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak 2 (dua) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
namun tidak berhasil;

2 U 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ciparanje RT 03, RW
05, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah
sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat dengan alamat Kampung Ciparanje, RT 002, RW 005, Desa
Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak maret 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan
menthalak Penggugat;
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- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun
tidak berhasil,

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu
kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai
kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang
ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai
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(vide - bukti akta nikah), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk
bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam
duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat
adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun oleh karena perkara ini
perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah
Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap
Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan
tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1
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tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan
Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai,
(2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihnan dan pertengkaran secara
terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam
persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1
dan P.2),

menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1 dan
P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam
persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang merupakan
keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat sebagai warga di wilayah
Kabupaten Bandung, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara
relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada

bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

oSl Ll OB <l LoVl
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(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai
ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah
bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak
sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak
ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang
yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam
perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang kenal dengan
Penggugat maupun Tergugat, dan memberikan keterangan masing-masing
secara bergantian di bawah sumpahnya dimuka sidang, oleh karena itu saksi-
saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara in,
sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah
sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka
telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan
bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung
kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah
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memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai
namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat
sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut
merupakan garinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka
Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya
sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua
belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang
termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalag yang
menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang
berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan
semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi
ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan
Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli

Hukum Islam Assayid Sabiqg, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid Il, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan
sebagai berikut:
Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak
langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah
tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan
keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra [ EGccNEEEEEEEE
|
I

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan
Mudawamah, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.l. Mudawamah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000
- Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000
- Redaksi : Rp10.000
2. Biaya Proses : Rp50.000
3. Panggilan : Rp555.000
4. Meterai : Rp10.000
Jumlah : Rp675.000
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(enam

ratus tujuh puluh lima ribu)
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